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BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
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TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 9 TAHUN 2OO5

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS TERMINAL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN

KAI}UPATEN ACEH UTARA
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BUPATI ACEH UTARA,

a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Unit Pelaksana
Teknis Dinas Terminal Lhoksukon dan Unit Pelaksana Teknis
Dinas Terminal Panton l,abu di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Aceh Utara dimana tidak ada
angkutan penumpang umum yang melayani angkutan
perdesaan sebagaimana fungsi terminal tipe C, berdasarkan
Pasal 60 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013
tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
menyebutkan Terminal C merupakan terminal yang fungsi
utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan
perkotaan atau perdesaan yang ditetapkan oleh Bupati, serta
untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

12 Tahun 2O17 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasilikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu
mencabut Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 20O5;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Aceh Utara Utara Nomor 9
Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Terminal di Lingkungan Dinas

Perhubungan KabuPaten Aceh Utara;

l.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (kmbaran
Neg-ara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1O92);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20O6 tentang Pemerintahan

Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

46s3); 4d
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O16 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64O2);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O13 tentang Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2O18 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 1539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451);

8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukaa dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O16 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219);

9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang
Susunan, Kedudukan, Tugas, Fbngi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2O17 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 9 TAHUN 2OO5
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PEI,AKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL DI LINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal 1

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2O05 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Terminal di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh
Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor
9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 2

(l) Seluruh aset dan dokumen pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
Terminal Lhoksukon dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Terminal Panton Labu di Lingkungan Dinas Perhubungan
Kabupaten Aceh Utara dilakukan Pencataan dan inventarisasi
oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.

(2) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 3

Hak-hak keuangan untuk pejabat struktural (eselonering) pada
Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Lhoksukon dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas Terminal Panton Labu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan pemberhentian pembayaran
sesuai peraturan perundang undangan.

Pasal 4

Pelaksanaan prograrn dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis
Dinas Terminal Lhoksukon dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Terminal Panton Labu sebagaimana dimalsud dalam Pasal l,
menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Aceh Utara.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen gundangan
Peraturan Bupati ini dengan p€nempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Utara.

Diteta oksukon
pada ruari 2021 M

dil Akhir 1442 H
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